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P  U  T  U  S  A   N

No.  54 PK/AG/2008

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H    A G U N G

memer iksa  perkara  perda ta  agama dalam  pen in jauan  kembal i  

te l ah  memutuskan  sebaga i  ber i ku t  da lam perkara :   

WASISTO bin  ROHANI,  ber tempat  t i ngga l  d i  RT.  02 

RW.  I ,  Desa  Nusaja t i ,  Kecamatan  Sampang,  

Kabupaten  Ci lacap ;  Pemohon  Penin jauan  Kembal i  

dahu lu  Tergugat ;

m e l  a w a n :

TURMIYATI  bint i  SUPARJO, ber tempat  t i ngga l  d i  

RT.  02  RW. I ,  Desa Nusaja t i ,  Kecamatan  Sampang,  

Kabupaten  Ci lacap ;  Termohon  Penin jauan  Kembal i  

dahu lu  Penggugat ;

Mahkamah Agung te rsebu t ;

Membaca sura t - sura t  yang  bersangku tan ;

Menimbang,  bahwa  dar i  sura t - sura t  te rsebu t  te rnya ta  

bahwa  Pemohon  Penin jauan  Kembal i  dahu lu  Tergugat  te lah  

mengajukan  permohonan  pen in jauan  kembal i  te rhadap  putusan  

Pengad i l an  Agama  Ci lacap  No.  1465/  Pdt .G/2006 /PA.C lp  

tangga l  13  Desember  2006  M.  ber tepa tan  dengan  tangga l  22  

Dzulqa idah  1427  H.  yang  te l ah  berkekua tan  hukum  te tap ,  

da lam perkaranya  melawan Termohon Penin jauan  Kembal i  dahu lu  

Penggugat  dengan pos i t a  gugatan  sebaga i  ber i ku t :

Bahwa Penggugat  te l ah  melangsungkan  pern i kahan  dengan  

Tergugat  d i  hadapan  Pejaba l  Kanto r  Urusan  Agama Kecamatan  

Sampang,  Kabupaten  Ci lacap ,  menikah  pada  tangga l  31  Ju l i  

1993 dengan  Akte  Nikah  No.  …….;

Bahwa  sete lah  menikah  Terguga t  mengucapkan  s igho t  

ta ' l i k  ta l ak  sebaga imana  te rcan tum dalam sura t  n ikah ;

Bahwa  sete lah  akad  n ikah  Penggugat  dengan  Tergugat  

h idup  bersama di  rumah orang  tua  Penggugat  se lama 7 tahun ,  

te l ah  berhubungan  ke lamin  dan  te l ah  d ika run ia i  2  orang  

anak,  sekarang  iku t  Penggugat ;

Hal .  1 dar i  7 ha l .  Put .  No.  54 PK/AG/2008

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Bahwa  semula  rumah  tangga  anta ra  Penggugat  dengan  

Tergugat  d i l i p u t i  kebahag iaan ,  keten te raman  ser ta  rukun  dan  

damai ;  

Bahwa  se jak  6  tahun  yang  la l u  rumah  tangga  anta ra  

Penggugat  dengan  Tergugat  mula i  t i dak  harmonis  lag i  

sebaga imana  layaknya  suami  is t r i  yang  baik ;

Bahwa  penyebabnya  Tergugat  se lama  6  tahun  te rakh i r  

ser i ng  perg i  dan  pulang  semaunya  send i r i ,  bahkan  sekarang  

sudah  1  bulan  perg i  tanpa  pami t  dan  hingga  sekarang  be lum 

pulang  dan  Penggugat  se lama  6  tahun  t i dak  dibe r i  nafkah  

oleh  Tergugat ;

Bahwa  dengan  demik ian  Penggugat  berkeyak inan  te lah  

cukup  alasan  cera i  sesua i  Pasa l  116  huru f  (b )  dan  (g )  

Kompi las i  Hukum Is l am;

Bahwa berdasarkan  hal - ha l  te rsebu t  d i  atas  Penggugat  

mohon  kepada  Pengadi l an  Agama  Ci lacap  agar  member ikan  

putusan  sebaga i  ber i ku t :

PRIMER: 

1. Mengabulkan  gugatan  Penggugat ;

2. Menyatakan  ja tuh  ta lak  satu  dar i  Tergugat  kepada  

Penggugat ;

3. Membebankan  Penggugat  untuk  membayar  b iaya  perkara  yang  

t imbu l  da lam perkara  in i ;

Atau  apab i l a  Pengad i l an  Agama  Ci lacap  berpendapa t  la i n  

mohon keputusan  yang  sead i l - ad i l nya ;

Menimbang,  bahwa amar  putusan  Pengad i l an  Agama Ci lacap  

No.  1465/  Pdt .G/2006 /PA.C lp  tangga l  13  Desember  2006  M.  

ber tepa tan  dengan  tangga l  22  Dzulqa idah  1427  H.  adalah  

sebaga i  ber i ku t :

1. Menyatakan  Tergugat  te l ah  dipangg i l  dengan  sah  dan patu t  

t i dak  hadi r ;

2. Mengabulkan  gugatan  Penggugat  dengan vers tek ;

3. Menyatakan  syara t  ta ’ l i k  ta l ak  te l ah  te rpenuh i ;

4. Menetapkan  ja tuh  ta lak  satu  khu l ’ i  dar i  Tergugat  Wasis to  

bin  Rohani  kepada  Penggugat  Turmiya t i  b in t i  Supar jo  

dengan iwad l  Rp.  1000, -  (se r i bu  rup iah ) ;

Hal .  2 dar i  7 ha l .  Put .  No.  54 PK/AG/2008

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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5. Membebankan  Penggugat  untuk  membayar  b iaya  perkara  yang  

hingga  k in i  sebesar  Rp.  271.000 , -  (dua  ra tus  tu juh  puluh  

satu  r i bu  rup iah ) ;

Menimbang,  bahwa sesudah  putusan  yang  te l ah  mempunyai  

kekuatan  hukum  te tap  te rsebu t ,  ya i t u  putusan  Pengad i l an  

Agama  Ci lacap  No.  1465/  Pdt .G/2006 /PA.C lp  tangga l  13  

Desember  2006  M.  ber tepa tan  dengan  tangga l  22  Dzulqa idah  

1427  H.  dibe r i t a hukan  kepada  Tergugat  pada  tangga l  14  

Desember  2006,  kemudian  te rhadapnya  oleh  Tergugat  d ia j ukan  

permohonan  pen in jauan  kembal i  secara  l i san  pada  tangga l  29  

Mei  2008  sebaga imana  te rnya ta  dar i  akte  permohonan  

pen in jauan  kembal i  No.  1465/Pdt .G /2006 /  PA.Clp  yang  dibua t  

o leh  Pani te ra  Pengad i l an  Pengadi l an  Agama  Ci lacap ,  

permohonan  mana  di i ku t i  dengan  memor i  pen in j auan  kembal i  

yang  memuat   a lasan- alasan  yang  di te r ima  di  Kepani te raan  

Pengad i l an  Agama te rsebu t  pada tangga l   2 Jun i  2008;

Bahwa sete lah  i t u  oleh  Penggugat  yang  pada  tangga l  2 

Jun i  2008  te lah  dibe r i t a hu  ten tang  memor i   pen in j auan  

kembal i  dar i  Tergugat  t i dak  dia jukan  jawaban  memor i  

pen in j auan  kembal i ;

Menimbang,  bahwa permohonan  pen in jauan  kembal i  a  quo  

beser ta  alasan- alasannya  te l ah  d ibe r i t a hukan  kepada  pihak  

lawan  dengan  seksama,  d ia j ukan  dalam  tenggang  waktu  dan  

dengan  cara  yang  d i t en tukan  dalam undang- undang,  maka oleh  

karena  i t u  permohonan  pen in jauan  kembal i  te rsebu t  fo rma l  

dapat  d i te r ima ;

Menimbang,  bahwa  a lasan- alasan  yang  dia j ukan  oleh  

Pemohon Penin jauan  Kembal i / Te rguga t  da lam memor i  pen in j auan  

kembal i  te rsebu t  pada pokoknya  ia l ah :

1. Bahwa  Pemohon  Penin jauan  kembal i / Te rguga t  mengetahu i  

Termohon  Penin jauan  Kembal i /Pengguga t  mengajukan  

gugatan  percera ian  ke  Pengad i l an  Agama Ci lacap  1 (sa tu )  

minggu  sete lah  Pemohon  Penin jauan  Kembal i / Te rguga t  

bebas  dar i  menja lan i  hukuman d i  Lembaga  Pemasyaraka tan  

Sleman  (buk t i  P- 2) ,  pada  har i  Sabtu  tangga l  20  Oktober  

2007  yang  member i t ahukan  ada lah  Narso  kakak  sepupu  

Hal .  3 dar i  7 ha l .  Put .  No.  54 PK/AG/2008

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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Pemohon Penin jauan  Kembal i / Te rguga t ;

2. Bahwa  Pemohon  Penin jauan  Kembal i / Te rguga t  kemudian  

datang  menghadap  d i  Kepan i t e raan  Pengadi l an  Agama 

Ci iacap  pada  har i  Selasa  tangga l  15  Apr i l  2008  dan  

mendapatkan  pen je lasan  bahwa perkara  yang  dia jukan  oleh  

Termohon  Penin jauan  Kembal i /Pengguga t  te rda f t a r  da lam 

reg i s t e r  No.  1465/Pd t .G /2006 /  PA.Clp  dan  te l ah  

dike lua rkan  akta  cera inya  pada  tangga l  31  Januar i  2007  

dengan  Regis te r  No.  247/AC/2007 /PA.C lp .  Pada  har i  dan  

tangga l  te rsebu t  Pemohon  Penin jauan  Kembal i / Te rguga t  

mener ima  Akta  Cera i  ber i ku t  sa l i nan  putusannya ;

3. Bahwa  sete lah  membaca  dan  mencermat i  i s i  sa l i nan  

putusan ,  Pemohon  Penin jauan  Kembal i / Te rguga t  menemukan 

banyak  fak ta  yang  t i dak  tenar  yang  mengak iba t kan  

kerug ian  Pemohon Penin jauan  Kembal i / Te rguga t ;

4. Bahwa  Termohon  Penin jauan  Kembal i /Pengguga t  senga ja  

membuat  kond is i  Pemohon  Penin jaun  Kembal i / Te rguga t  

t i dak  dapat  membela  hak- hak  di  depan  pers i dangan  dengan  

menul i skan  alamat  atau  tempat  t i ngga l  Pemohon 

Penin jauan  Kembal i / Te rguga t  d i  da lam  sura t  gugatannya  

(buk t i  P- 1  halaman  1)  t i dak  sesua i  keadaan  yang  

sebenarnya .  Termohon  Penin jauan  Kembal i /Pengguga t  

menul i skan  alamat  atau  tempat  t i ngga l    Pemohon 

Penin jauan  Kembal i / Te rguga t  lengkapnya :  "…….  tempat  

t i ngga l  semula  di  RT.  02  RW.  I ,  Desa  Nusaja t i ,  

Kecamatan  Sampang,  Kabupaten  Ci iacap ,  sekarang  t i dak  

dike tahu i  a lamatnya  di  da lam   maupun  di  lua r  wi layah  

Republ i k  Indones ia  ……... " .   Padahal  Termohon  Penin jauan  

Kembal i /Pengguga t  mengetahu i  benar  bahwa  pada  saat  

Termohon  Penin jauan  Kembal i /  Penggugat  mengajukan  

gugatan  percera iannya  te rsebu t ,  Pemohon  Penin jauan  

Kembal i / Te rguga t  sedang  menja lan i  proses  pemer iksaan  di  

Kepol i s i an  Sekto r  Gamping,  Kabupaten  Sleman,  yang  

di tahan  se jak  tangga l  19  Jun i  2007.  Karena  satu  minggu  

sete lah  Pemohon  Penin jauan  Kembal i / Te rguga t  d i tahan ,  

Polsek  Gamping  te l ah  mengi r imkan  sura t  pember i t ahuan  

Hal .  4 dar i  7 ha l .  Put .  No.  54 PK/AG/2008

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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ten tang  penahanan  Pemohon  Penin jauan  Kembal i /  Tergugat  

kepada  Termohon Penin jauan  Kembal i /  Penggugat ;

5. Bahwa  saks i - saks i  yang  dia jukan  oleh  Termohon  

Penin jauan  Kembal i /  Penggugat  yang  masing- masing  

member ikan  kete rangan  di  bawah  sumpah  (buk t i  P- 1 

halaman  2  dan  3)  t i dak  sesua i  dengan  keadaan  yang  

sebenarnya .  Keterangan  yang  dikemukakan  oleh  saks i  yang  

bernama  Mohammad  Rosid i  b in  Mad  Rusdi  yang  in t i n ya  

saks i  te rsebu t  mengetahu i  keadaan  rumah  tangga  anta ra  

Pemohon  Penin juan  Kembal i /  Tergugat  dengan  Termohon  

Penin jauan  Kembal i /Pengguga t  je l as - je l as  ha l  yang  t i dak  

masuk  aka l .  Karena  saks i  Mohammad  Rosid i  ber tempat  

t i ngga l  jauh  ( te t angga  desa)  dar i  rumah  Pemohon 

Penin jauan  Kembal i / Te rguga t  dan  Termohon  Penin jauan  

Kembal i /Pengguga t ,  yakn i  d i  Desa  Gentasar i ,  Kecamatan  

Kroya,  Kabupaten  Ci iacap .  Sedangkan  Saks i  Adnan  bin  

Miswanto  je l as  berbohong.  Selaku  te tangga  pada  waktu  

member ikan  kete rangan  di  depan  s idang  saks i  mengetahu i  

keberadaan  Pemohon  Penin jauan  Kembal i / Te rguga t  saat  

i t u ;

6. Bahwa  te rhadap  kete rangan- kete rangan  yang  dikemukakan  

di  depan  s idang ,  kedua  saks i  masing- masing  Mohammad 

Rosid i  sete lah  ber temu  dengan  Pemohon  Penin jauan  

Kembal i / Te rguga t  pada  har i  Kamis  tangga l  17  Apr i l  2008  

dan  Adnan  ber temu  dengan  Pemohon  Penin jauan  

Kembal i / Te rguga t  pada  har i  dan  tangga l  yang  sama,  

keduanya  secara  te rp i sah  mengaku i  akan  kebohongannya  

atau  dengan  kata  la i n  keduanya  te lah  berbohong  dalam 

member ikan  kete rangan  di  depan  s idang ,  dan  kedua  saks i  

te rsebu t  menar i k  semua  kete rangan  yang  te lah  

dikemukakan  di  depan s idang .  (buk t i  P- 3 dan bukt i  P- 4) ;

Menimbang,  bahwa  te rhadap  a lasan- a lasan  pen in j auan  

kembal i  te rsebu t  Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai  alasan  ke 1 sampai  dengan ke 6:

Bahwa  alasan- alasan  te rsebu t  dapat  d ibenarkan ,  o leh  

karena  te rdapa t  bukt i - bukt i  baru  yang  pent i ng ,  yang  
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dia jukan  oleh  Pemohon  Penin jauan  Kembal i / Te rguga t ,  dengan  

per t imbangan  sebaga i  ber i ku t :

- Bahwa  Termohon  Penin jauan  Kembal i /Pengguga t  senga ja  

membuat  kond is i  Pemohon  Penin jauan  Kembal i / Te rguga t  

t i dak  dapat  membela  hak- haknya  di  pers i dangan  dengan  

menul i skan  alamat / t empat  t i ngga l  Pemohon  Penin jauan  

Kembal i / Te rguga t  t i dak  sesua i  dengan  keadaan  yang  

sebenarnya ,  padaha l  Termohon  Penin jauan  

Kembal i /Pengguga t  mengetahu i  bahwa  pada  saat  Termohon  

Penin jauan  Kembal i /Pengguga t  mengajukan  gugatan  

cera inya ,  Pemohon  Penin jauan  Kembal i / Te rguga t  sedang  

menja lan i  proses  hukum  di  Kepol i s i an  Sekto r  Gamping  

Kaupaten  Sleman  Yogyakar ta  dan  Kepol i s i an  Sekto r  

Gamping  Kaupaten  Sleman  Yogyakar t a  te l ah  mengi r imkan  

pember i t ahuan  ten tang  penahanan  Pemohon  Penin jauan  

Kembal i / Te rguga t  kapada  Termohon  Penin jauan  

Kembal i /Pengguga t .  Jad i  t i dak  benar  ka lau  Pemohon 

Penin jauan  Kembal i / Te rguga t  perg i  dan  t i dak  je l as  

alamatnya ;

- Bahwa  saks i - saks i  yang  dia jukan  oleh  Termohon  

Penin jauan  Kembal i /  Penggugat  semuanya  bohong  dan  

saks i - saks i  te rsebu t  te l ah  mengaku i  kebohongannya;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  per t imbangan  te rsebu t  d i  

atas ,  menuru t  pendapat  Mahkamah Agung te rdapa t  cukup  alasan  

untuk  mengabulkan  permohonan  penin jauan  kembal i  dar i  

Pemohon  Penin jauan  Kembal i :  WASISTO  bin  ROHANI dan 

membata lkan  putusan  Pengad i l an  Agama  Ci lacap  No.  

1465/Pd t .G /2006 /PA.C lp  tangga l  13  Desember  2006  M.  

ber tepa tan  dengan  tangga l  22  Dzulqa idah  1427  H.  ser ta  

Mahkamah Agung  akan  mengadi l i  kembal i  perkara  in i  dengan  

amar  putusan  sebaga imana  yang akan  disebu tkan  d ibawah in i ;

Menimbang,  bahwa  o leh  karena  perkara  in i  mengenai  

sengketa  d i  b idang  perkawinan  sesua i  dengan  Pasal  89  

Undang- Undang  No.  7  Tahun  1989  sebaga imana  yang  te lah  

diubah  dengan  Undang- Undang  No.  3  Tahun  2006,  maka  biaya  

perkara  dalam t i ngka t  kasas i  in i  d ibebankan  kepada  Pemohon 
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Kasas i ;

Memperhat i kan  pasa l - pasa l  dar i  Undang- Undang  No.  4 

Tahun  2004,  Undang- Undang  No.  14  Tahun  1985  sebaga imana  

yang  te l ah  diubah  dengan  Undang- Undang  No.  5  Tahun  2004,  

Undang- Undang  No.  7  Tahun  1989  sebaga imana  yang  te l ah  

diubah  dengan  Undang- Undang  No.  3 Tahun  2006  dan  pera tu ran  

perundang- undangan  la i n  yang  bersangku tan ;

M E N G A D I  L I  :

Mengabulkan  permohonan  pen in jauan  kembal i  dar i  Pemohon 

Penin jauan  Kembal i :  WASISTO bin  ROHANI te rsebu t ;

Membata lkan  putusan  Pengad i l an  Agama  Ci lacap  No.  

1465/Pd t .G /  2006/PA.C lp  tangga l  13  Desember  2006  M.  

ber tepa tan  dengan tangga l  22 Dzulqa idah  1427 H. ;

MENGADILI  KEMBALI:

- Menyatakan  gugatan  Penggugat  te r sebu t  t i dak  dapat  

d i te r ima ;

Menghukum  Pemohon  Penin jauan  Kembal i / Te rguga t  untuk  

membayar  biaya  perkara  pen in j auan  kembal i  sebesar  Rp.  

2.500 .000 , -  (dua  ju t a  l ima  ra tus  r i bu  rup iah ) ;

Demik i an lah  d ipu tuskan  da lam  r apa t  pe rmusyawara tan  

Mahkamah  Agung  pada  ha r i  JUM’AT  tangga l  24  OKTOBER 2008 

o leh Drs.  H.  ANDI SYAMSU ALAM, S.H. ,  M.H. ,  Hakim Agung yang  

di te t apkan  oleh  Ketua  Mahkamah Agung sebaga i  Ketua  Maje l i s ,  

PROF.  DR.  H.  ABDUL MANAN, S.H. ,  S. IP . ,  M.Hum.  dan  Drs.  H.  

MUKHTAR ZAMZAMI,  S.H. ,  M.H. ,  Hak im-Hak im  Agung  sebaga i  

Anggo ta  dan d iucapkan da lam s idang t e r buka un tuk  umum pada 

ha r i  JUM’AT t angga l  21  NOVEMBER 2008 o leh  Ke tua  Ma je l i s  

bese r t a  Hak im-Hak im Anggo ta  t e r sebu t  dan d iban tu  o leh  Drs.  

H.  FAISOL,  S.H. ,  M.H. ,  Pan i t e ra  Penggan t i  dengan  t i dak  

d ihad i r i  o leh pa ra p ihak ;
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K e t  u a ,

    Ttd .

   Drs .  H.  ANDI SYAMSU ALAM, S.H. ,  

M.H.

Hakim- Hakim Anggota  :

Ttd .

PROF.  DR.  H.  ABDUL MANAN, S.H. ,  S. IP . ,  M.Hum.

Ttd .

Drs .  H.  MUKHTAR ZAMZAMI,  S.H. ,  M.H.

Pani te ra  Penggant i ,

Ttd .

Drs .  H.  FAISOL,  S.H. ,  M.H.    

Biaya  Penin jauan  Kembal i :  

1. M e t  e r  a i  ………….                 Rp.         6.000 , -
     

2. R e d a k s  i  ……..…..                  Rp.        1.000 , -  

3. Admin is t r a s i  Penin jauan  Kembal i  Rp.  2.493 .000 , -    

Jumlah                            Rp.  2.500 .000 , -  

Untuk  Sal i nan
MAHKAMAH AGUNG RI

a.n .  Pani te r a  :
Pani te ra  Muda Perdata  Agama,

Drs .  HASAN BISRI ,  S.H. ,  M.Hum.
NIP.  15016953 8
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PUTUSAN 

Nomor 55 PK/Ag/2017 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

MAHKAMAH AGUNG 

memeriksa perkara perdata agama dalam peninjauan kembali telah 

memutuskan sebagai berikut dalam perkara: 

EDITH ADRIANI SUKMAWATI binti SUMARSONO, 

bertempat tinggal di Jalan Nangka, RT. 005, RW. 002, Desa 

Gandi, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, 

Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa 

kepada HALURUK MATHEIS, S.H., M.M., Advokat 

berkantor di Jalan Urip Sumoharjo, Nomor 89, Perumahan 

Taman Jenggala, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa 

Khusus tanggal                 5 September 2016, Pemohon 

Peninjauan Kembali dahulu Termohon; 

melawan 

YANTO bin JUMAR L, bertempat tinggal di Jalan Nangka, 

RT. 005, RW. 002, Desa Gandi, Kecamatan Kumai, 

Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, 

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon; 

Mahkamah Agung tersebut; 

Membaca surat-surat yang bersangkutan; 

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa 

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon telah 

mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan 

Pengadilan Agama  Sidoarjo Nomor 34/PdtG/2016/PA.Sda., tanggal 15 

Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadan 1437 Hijriah, 

yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan 

Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon di muka 

persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo pada pokoknya atas dalil-dalil 

sebagai berikut: 

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah sah menurut agama 

Islam pada tanggal 7 Januari 2007, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah 
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Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana terbukti dalam 

Kutipan Akta Nikah Nomor 53/53/I/2007  tanggal 7 Januari 2007; 

2. Bahwa, setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon 

telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal 

bersama di rumah bersama di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 75, 

Kelurahan Larangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo; 

3. Bahwa selama membina perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon 

sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 

2 anak, anak pertama bernama Gina Hayati Azahra, tanggal lahir 22 

April 2008, anak kedua bernama Sry Devi Amiani, tanggal lahir 14 

Desember 2010 yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Termohon; 

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon 

berjalan tentram, bahagia dan harmonis akan tetapi sekitar tahun 2014 

rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi 

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: 

- Termohon terlalu berani dan sering membantah perkataan 

Pemohon dan Termohon selalu mengungkit-ungkit atau 

mempermasalahkan pinjaman uang dari orang tua Termohon; 

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon 

tersebut memuncak dan sulit dirukunkan lagi, akhirnya sejak bulan Juni 

2015 Pemohon sekarang kost sendiri meninggalkan Termohon, 

sehingga antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah rumah 

selama 6 bulan;  

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon 

dengan Termohon  sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga 

tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, 

mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya 

agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum 

dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir untuk 

menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan 

Termohon; 

7. Bahwa Pemohon  bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat 

permohonan Pemohon tersebut;  
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Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon 

kepada Pengadilan Agama Sidoarjo agar menjatuhkan putusan sebagai 

berikut: 

Primer: 

1.  Mengabulkan permohonan Pemohon;  

2. Memberi ijin kepada Pemohon (YANTO bin JUMAR) untuk Menjatuhkan 

talak satu raj'i terhadap Termohon (EDITH ADRIANI SUKMAWATI binti 

SUMARSONO) di depan sidang Pengadilan Agama  Sidoarjo;   

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini 

sesuai dengan peraturan yang berlaku; 

Subsider: 

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon 

putusan yang seadil-adilnya;  

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Sidoarjo 

telah menjatuhkan Putusan Nomor 34/Pdt.G/2016/PA.Sda., tanggal 15 

Juni 2016 Masehi  bertepatan dengan tanggal 10 Ramadan 1437 Hijriah, 

yang amarnya sebagai berikut: 

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap di muka sidang tidak hadir; 

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ; 

3. Memberi izin kepada Pemohon (YANTO bin JUMAR L) untuk 

menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (EDITH ADRIANI 

SUKMAWATI binti SUMARSONO) di depan sidang Pengadilan Agama 

Sidoarjo; 

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk 

mengirimkan salinan penetapan ikrar talak  kepada Pegawai Pencatat 

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumai, Kabupaten 

Kotawaringin Barat dan Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo untuk 

dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu; 

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini 

sebesar Rp470.000,00  (empat ratus tujuh puluh ribu  rupiah); 

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo 

Nomor 34/Pdt.G/2016/PA.Sda., tanggal 15 Juni 2016 Masehi bertepatan 

dengan tanggal 10 Ramadan 1437 Hijriah, diberitahukan kepada 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Termohon pada tanggal 20 Juni 2016, kemudian terhadapnya oleh 

Termohon, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa 

Khusus tanggal 5 September 2016, diajukan permohonan peninjauan 

kembali pada tanggal 15 Desember 2016, sebagaimana ternyata dari Akta 

Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 34/Pdt.G/2016/PA.Sda., yang 

dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo, permohonan mana 

disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan 

Pengadilan Agama Sidoarjo tersebut pada hari itu juga; 

Bahwa setelah itu oleh Pemohon  yang pada tanggal 8 Februari 

2016 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Termohon, 

tidak diajukan jawaban memori peninjauan kembali sebagaimana Surat 

Keterangan Nomor 34/Pdt.G/2016/PA.Sda, yang dibuat oleh Panitera 

Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 6 April 2017; 

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta 

alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan 

saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang 

ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan 

peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima; 

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI: 

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan 

alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut: 

1. Pemohon Peninjauan Kembali bertempat tinggal di Jalan Nangka RT 

005 RW 002 Kelurahan Candi, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota 

Waringin Barat, Kalimantan Tengah dan bukan di Jalan Urip Sumoharjo  

Nomor 87 Sidoarjo, sesuai permohonannya dalam perkara Nomor 

34/Pdt.G/2016/PA.Sda; 

2. Timbulnya rekayasa, yang sengaja dilakukan oleh Termohon 

Peninjauan Kembali, untuk mengajukan lewat alamat Jalan Urip 

Sumoharjo Nomor 87 Sidoarjo, yang alamat tersebut adalah rumah 

kontrak Termohon Peninjauan Kembali yang sudah tidak ditempati oleh 

Termohon Peninjauan Kembali karena rumah tersebut telah diserahkan 

kepada pemilik rumah; 

3. Termohon Peninjauan Kembali menyadari dengan sesungguhnya 

bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dengan kedua anaknya saat ini 

telah dititipkan kepada orang tua Termohon Peninjauan Kembali 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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(mertua) dan serumah sampai saat ini di Jalan Nangka RT 005 RW 

002, Kelurahan Candi, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin 

Barat; 

4. Pemohon Peninjauan Kembali baru menyadari saat Pemohon 

Peninjauan Kembali menerima relaas panggilan dari Jurusita 

Pengadilan Agama Pangkalan Bun perihal Panggilan ikrar talak 

Perkara Nomor 34/Pdt.G/2016/PA.Sda., hasil Putusan Pengadilan 

Agama Sidoarjo tanggal 15 Juni 2016; 

Dengan demikian secara nyata bahwa Permohonan yang diajukan oleh 

Termohon Peninjauan Kembali di Pengadilan Agama Sidoarjo yang 

terdaftar dalam Nomor 34/Pdt.G/2016/PA.Sda., yang telah mempunyai 

kekuatan hukum, hanyalah rekayasa belaka dari Termohon Peninjauan 

Kembali yang seakan-akan Pemohon Peninjauan Kembali berada di 

Jalan  Urip Sumoharjo Nomor 87 Sidoarjo; 

5. Bahwa secara fakta Termohon Peninjauan Kembali masih tetap 

beralamat di Jalan Nangka RT 005 RW 002, Kelurahan Candi, 

Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat dan selalu 

berkumpul serumah saat kembali bekerja diluar kota; 

6. Menurut pengakuan Termohon Peninjauan Kembali alasan mengajukan 

permohonan talak dikarenakan selalu ditekan oleh perempuan yang 

dinikahinya sehingga perasaannya tidak tenang untuk mengambil 

keputusan yang tepat; 

Demikian pula jika dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dan amar 

putusan Majelis Hakim pada poin 1 dengan menyatakan Termohon 

telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka 

sidang, tidak hadir, tidak dapat dijadikan sebagai dasar tidak hadirnya 

Pemohon Peninjauan Kembali, karena memang benar Pemohon 

Peninjauan Kembali berada di Jalan Nangka RT. 005 RW. 002, 

Kelurahan Candi, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, 

bukan di alamat yang dimaksudkan dalam Permohonan Termohon 

Peninjauan Kembali sesuai dengan Permohonan/Gugatan dalam 

Perkara Nomor 34/Pdt.G/2016/PA.Sda; 

Bahwa untuk menguatkan dallil-dalil Permohonan Peninjauan Kembali, 

makaPemohon mengajukan bukti-bukti diantaranya sebagai berikut: 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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a. Bukti P-1: Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 53/52/1/2007 

tanggal 7 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo; 

Keterangan bukti P-1, membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan 

Kembali dan Termohon PK telah melangsungkan Akad Nikah di 

Sidoarjo pada tanggal 7 Januari 2007; 

b. Bukti P-2: Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) Nomor NIK 

6201017108800002 atas nama EDITH ADRIANI SUKMAWATI, 

yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten 

Kota Waringin Barat; 

Keterangan Bukti P-2, membuktikan Pemohon Edith Adriani 

Sukmawati berdasarkan KTP adalah benar-benar penduduk 

Kelurahan Candi, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin 

Barat, Kalimantan Tengah; 

c. Bukti P-3: Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) Nomor  

620101290881002 atas nama YANTO, dikeluarkan oleh Kepala 

Dinas Kependudukan Kota Waringin Barat; 

Keterangan Bukti P-3, membuktikan Termohon Peninjauan Kembali 

YANTO, berdasarkan KTP tersebut adalah benar-benar penduduk 

Kelurahan Candi, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin 

Barat; 

d. Bukti P-4: Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6201012510070008, 

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Kota 

Waringin Barat, atas nama YANTO, S.E., selaku Kepala Keluarga; 

Keterangan bukti P-4, membuktikan bahwa berdasarkan Kartu 

Keluarga YANTO, S.E., sebagai Kepala Keluarga dan masih 

beralamat di Desa Candi, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota 

Waringin Barat; 

e. Bukti P-5: Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor 

474/430/CD/XI/2016., tanggal 23 November 2016 atas nama EDITH 

ADRIANI Adriani SUKMAWATI, S.E., yang dikeluarkan oleh Kepala 

Kelurahan Candi, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin 

Barat; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
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Keterangan Bukti P-5, membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan 

Kembali EDITH ADRIANI SUKMAWATI, saat ini benar-benar masih 

bertempat tinggal di Kelurahan tersebut; 

f. Bukti P-6: Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo 

Nomor 2612/Pdt.G/2015/PA.Sda., tanggal 18 November 2015; 

Keterangan bukti P-6, membuktikan bahwa Permohonan Pemohon 

dalam perkara Nomor 2612/Pdt.G/2015/PA.Sda. tidak dapat diterima 

sesuai amar putusan yaitu Pengadilan Agama Sidoarjo tidak 

berwenang memeriksa Perkara Nomor 2612/Pdt.G/2015/PA.Sda. 

(sesuai kompetensi relatif Pasal 118 HIR); 

g. Bukti P-7: Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo 

Nomor 0034/Pdt.G/2016/PA.Sda., tanggal 15 Juni 2016; 

Keterangan bukti P-7, membuktikan bahwa Pemohon/Termohon 

Peninjauan Kembali telah memutar balikan fakta, sengaja melakukan 

tindakan serupa berusaha mengajukan Permohonan dalam Perkara 

Nomor 34/Pdt.G/2016/PA.Sda., padahal sudah menyadari dan 

mengetahui secara jelas kalau Permohonan Pertama Nomor 

2612/Pdt.G/2015/PA.Sda., tidak dapat diterima berdasarkan 

kompetensi relatif yaitu Pengadilan Agama Sidoarjo tidak berwenang 

mengadili perkara tersebut; 

h. Bukti P-8: Fotocopy relas panggilan ikrar talak nomor 

34/Pdt.G/2016/PA.Sda.,yang tidak tertanggal yang dibuat dan 

ditanda tangani oleh Nasrullah, S.E., Jurusita Pengganti Pengadilan 

Agama Pangkalan Bun:  

Keterangan Bukti P-8, membuktikan bahwa Saudara Yanto masih 

bertempat tinggal di Kelurahan Candi, Kecamatan Kumai, Kabupaten 

Kota Waringin Barat, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Relaas 

Panggilan dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan 

Bun: 

Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan 

Kembali tersebut di atas, maka ukuran yang paling logis untuk 

menilai suatu perbuatan yang memiliki tujuan keadaan lahir, yang 

berhubungan dengan tindakan dan perbuatan Termohon Peninjauan 

Kembali agar tercapai tujuannya untuk menikahi seorang wanita 

yang saat ini serumah; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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PERTIMBANGAN HUKUM: 

Menimbang, bahwa setelah membaca putusan Judex Facti, 

alasan-alasan Peninjauan Kembali, bukti-bukti (novum), Mahkamah Agung 

memberikan pertimbangan sebagai berikut: 

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-6: 

Bahwa alasan-alasan ini dapat dibenarkan, karena Pengadilan 

Agama Sidoarjo telah melakukan kekhilafan, dengan pertimbangan 

sebagai berikut: 

- Bahwa berdasarkan bukti-bukti  baru (novum) berupa bukti surat P-2 

s/d P-5 yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali telah terbukti 

bahwa alamat Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon 

Peninjauan Kembali yang sebenarnya  berdomisili di Kabupaten 

Kotawaringin Barat. Dengan demikian permohonan cerai yang diajukan 

Termohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi syarat sebuah surat 

permohonan, karena menyebutkan alamat Termohon/Pemohon 

Peninjauan Kembali dengan alamat yang tidak sebenarnya; 

- Bahwa  oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Sidoarjo harus 

dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini 

dengan pertimbangan berikut ini; 

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak menyebutkan 

alamat Termohon dengan alamat yang sebenarnya pada surat 

permohonannya, maka permohonan Pemohon  dinyatakan tidak dapat 

diterima; 

           Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, 

maka sesuai ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 tahun 

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan 

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009, menurut pendapat Mahkamah 

Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan 

kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: EDITH 

ADRIANI SUKMAWATI   binti SUMARSONO dan membatalkan Putusan 

Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0034/Pdt.G/2016/PA.Sda., tanggal 15 

Juni 2016 Masehi. bertepatan dengan tanggal 10 Ramadan 1437 Hijriah, 

selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara aquo yang 

amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini: 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di 

bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dalam 

tingkat pertama dibebankan kepada  Pemohon  dan dalam pemeriksaan 

Peninjauan Kembali dibeban kepada Pemohon Peninjauan Kembali;  

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua 

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua 

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan 

perundang-undangan lain yang bersangkutan; 

MENGADILI: 

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon 

Peninjauan Kembali: EDITH ADRIANI SUKMAWATI  binti SUMARSONO 

tersebut; 

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 

0034/Pdt.G/2016/PA.Sda., tanggal 15 Juni 2016 Masehi., bertepatan 

dengan tanggal 10 Ramadan 1437 Hijriah; 

MENGADILI KEMBALI: 

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima; 

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara  dalam 

tingkat pertama sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu 

rupiah); 

        Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk 

membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini 

sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); 

        Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  

pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 oleh Dr. H. Mukhtar Zamzami,  S.H., 

M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai  

Ketua  Majelis,  Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.  dan   Dr. H. Edi 

Riadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung  sebagai  Anggota,  dan  diucapkan  
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dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis 

didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Masri Olii, 

S.Ag., S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para 

pihak; 

                                                                              Ketua Majelis, 

 

         Ttd 

 

                                                         Dr. H. Mukhtar Zamzami,, S.H., M.H. 

 

Hakim-Hakim Anggota: 

 

                                    Ttd                                                     Ttd          

                                                             

      Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.           Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.   

 

                                                                            Panitera Pengganti, 

 

Ttd 

     Masri Olii, S.Ag., S.H., M.H. 

Biaya Peninjauan Kembali: 

1. Meterai             Rp6.000,00                         

2. Redaksi             Rp5.000,00            

3. Administrasi kasasi Rp2.489.000,00             

        JumIah                       Rp2.500.000,00 

 

Untuk Salinan 

MAHKAMAH AGUNG R.I. 

A.n.Panitera 

Panitera Muda Perdata Agama 

 

 

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H. 

                                                      NIP. 195904141988031005 
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